Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Open

Pel aksanaan pendaftaran tanah wakaf berdasarkan undang-undang NO
41 tahun 2004 tentang wakaf di kabupaten Landak propinsi Kalimantan
Barat = Endowments based implementation of land registration Act No.
41 of 2004 o

concerning endowment in district of Landak West Borneo

Dwi Indri Rahmiliandini, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=136547& |okasi=lokal

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf ini sangat dianjurkan oleh
|slam karena sangat bermanfaat bagi umat sebagaimana firman Allah dalam al- Qur?an surat al-Hajj (22)
ayat 77, a-lmran (3) ayat 92, al-Bagarah (2) ayat 67. Pelaksanaan perwakafan perlu dilakukan secara efektif
dan efisien. Salah satu usaha pemerintah dalam memasyarakatkan wakaf untuk kepentingan umum adalah
dengan memberlakukan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam prakteknya masih ada beberapa masalah yang timbul diantaranya yaitu
pel aksanaan perwakafan masih belum terlaksana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan
terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Landak.
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris yaitu metode yang menyandarkan diri
pada fakta yang ada dalam masyarakat melalui penelitian, dan metode kepustakaan merupakan metode
pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data atau keterangan dari buk dan literature.
Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Landak ini ditemukan fakta bahwa meskipun Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum berlaku dengan baik terlihat dari masih banyak tanah-tanah
wakaf di Kabupaten Landak yang belum memiliki sertipikat. Hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat
setempat yang menganggap bahwa tanah wakaf adalah amal jariyah sehingga dalam pel aksanaannya masih
menggunakan kebiasaan mereka yaitu hanya dilakukan secara lisan dihadapan nazhir dan saksi-saksi, selain
itu para nazhir belum mengetahui tugas dan peranannya, proses penunjukkan dan pengangkatan nazhir tanah
wakaf belum tertata dengan baik. Akibat dari hal tersebut di atas nazhir belum optimal mendayagunakan
objek tanah wakaf yang ada. Terbukti sebagian besar nazhir belum memahami tugas dan tanggungjawabnya
sebagai nazhir yang harus melaksanakan kewajibannya, hal ini dikarenakan para nazhir belum memahami
perwakafan dengan baik, yang berakibat pada tanah wakaf di Kabupaten landak tidak produktif. Selain itu
kendala-kendala yang lain adalah lokasi tanah wakaf yang sulit untuk dijangkau, biaya yang dikeluarkan
sangat besar, prosedur yang sangat lama, membuat masyarakat enggan untuk mendaftarkannya.
<hr>Endowments are wakif legal act to separate and / or give up some of his property to be used forever or
for a certain period in accordance with their interests for purposes of worship and / or the general welfare
according to sharia. Endowments are very encouraged by Islam because it is very beneficial for the people
asthe word of God in the Qur'an Surat al-Hajj (22) verse 77, Al-Imran (3) paragraph 92, al-Bagarah (2)
paragraph 67. Perwakafan implementation needs to be done effectively and efficiently. One of the
government's effort to popul arize wagf in the public interest is to enact regulations relating to the
endowments of the Act No. 41 of 2004 on Endowments. In practice there are still some problems that arise
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among which perwakafan implementation still has not been done pursuant to Act No. 41 of 2004, and there
are several constraints faced in pensertipikatan wagf land in the District of Landak. Research method which
writer use is an empirical research method that relies on facts that exist in society through research, and
methods of literature is the method of data collection is done by taking the data or information from
evidence and literature. Research conducted in the District of Landak found that although the Act No. 41 of
2004 on the Wagf has not been accepted by both visible from many waqgf lands in the district who do not
have a certificate. Thisis because the local community mindset that considers that the land was wagf jariyah
charity so that itsimplementation still use their habit that is only made orally before Nazhir and witnesses,
other than that the Nazhir not know the duties and roles, the process of appointment and removal of soil
Nazhir wagf is not well ordered. As aresult of the foregoing objects Nazhir not optimal utilization of
existing wagf land. Evidently most of Nazhir not understand the duties and responsibilities as Nazhir which
must carry out its obligations, thisis because the Nazhir perwakafan not understand well, which resulted in
wagf land in the District of Landak are not productive. In addition, other constraints are the location of wagf
land that are difficult to reach, the cost is very large, very long procedure, making people reluctant to
register it.



